PERATURAN NAGARI BALAT SINAYAN LUMPO
KECAMATAN KECAMATAN IV JURAL KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR: 3 TAHUN 2021,

TENTANG

REVISI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI (RI'IM

setmbang

Mengingat

NAGARI) TAHUN 2018 vd 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

—
[

WALI NAGARI BALAL SINAVAN LUMPO

haliwa untuk melaksanakan  ketentwan Pasal 79 Lindang-
Undang Nomor 6 Tabun 2014 tentang Nagari, Pemerintah
Nagari wujibl menypsun  perencanaan pembangunan  desa
sesugi  dengan  kewenmngannya dengan  mengucu  pada
perencansan pembangunan Kabupaten,

Bahwa unwk menenukan arah pembangunan Nagari perlu
dijelaskan Garis-Gans Besar Kebijakkan Pembanguinan Nagoan
Bahwa berdasarkan  pertimbangan  sebaggimang  dimaksud
dalam hurmf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Nagari
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari
(RPIMI)/Nagari) Nagar Balai Sinayan Lumpo Tahun 2018-
2024;

Undmg-undang Nomor |0 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahup 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
MNegurd Republik Indonesio Nomor 4389):

Undang-Undung Nomor 25 Tahun 2004 [m&ng Sistem
Perencanaan  Pembangunan  Nasional (Lembaran Negara
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Negam Republik  Indonesin Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesid Nomor 4221);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik  (Lembamn Negara Republik  Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesit Nomor 4846},

Undang-Undang Momor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negard Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lemburan Negara
Repullik Indonesia Nomor 5234):

Undang=Undang Nomor 6 Tahun 2014  tentong  Desa
(Lembaman Negara Republik Indonesin Tabun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembarun Negara Republik Indonesia Nomor
5495y,

Peratutan  Pemerintah  Nomor S8 Tahun 2005 tenlung
Pengelolann Kevangan Daerah (Lembaran Negarn Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesin Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinasn dun Pengawasan Penyelenggmraan Pemerintahiign
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomior 168, Tambihan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan. Pemenintah Nomor 38 Tahun 2007 lentang
Pembagian  Urusan  Pemerintahan - smtara  Pemeritah,
Pemerintahan Daerah Provins! dan Pemérintahan Dagih
Kabupaten/Kota  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia
Tuhun 2007 Nomer 82, Tambahan Lembaran Megara Republik
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I

|4

Indoiesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tutacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan: Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesin Tuhun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembiirdn
Negara IRepublik Indonesia Nomoi 4737);

Peraturun Pemeriniah Nomor 43 Tahun 2014 tentang. Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (emang
Nagari  (Lembarmn Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123, Tambakan Lentharan Negara Republik Indonesin
Nomwuor 3339):

Peraluran Pemerintah Nomot 60 Tahup 2014 tentang Dana
Desa vang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tuhun 20]4

Momor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomgr 5558);

Pemturan  Pemerintah Nomor 22 wmhun 2015 Tenting
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang  Dann Nagari yang  Befsumber dari  Angparan
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran, Negara Republik
Indonesin Tahun 2014 Nomor 169. Tambghan Lemburan
Negara Republik Indonesin Nomor 5558);

Peratran Menteri Dalom Negeri Republik Indenesia Nomor
114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembungunan Nagan  (
Benta Negara Republik Indonesia Taliun 2015 Nomor 2094y,
Perawran Menteri. Pembangunan  Daeral Tertinggal, Dan
Transmigrasi Republik Indonesis Nomior 1 tahin !ﬂiﬁ enlang
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18

19

Pedoman Kewenangan Berdnsarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Besskala Nagari ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
93/PMK.07/2015 tentang tatn cara Pengalokasian, Penyaluran,
Penggunazn, Pemantauan, Dan Evaluasi dana Nagari ( Berila
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684)

Peraturan  Menteri Pembangunan Daerah Terfinggal, Dan
Transmigmsi Republik Indonesia Nomor 21 tzhun 2020
tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa |

Peraturan Menteri PDalam Negeri Republik Tndonesia Momon 7
tahiin 2021 tenwng Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun
2022 -

Peraturnn Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun
2008 temang Rencang Pembangunan Jangke Panjang Dagrah
(RPIPD) Provinsi Sumatera Barat  Tahun  2005-2023
(Lembaran Dacrah Provinsi Sumatera Barat  Tahun 2008

Nomor 7 1

Perituran Dierah Provinst Sumatera Barat Nomor 13 Tahun
2012 tentang Rencina Tatn Ruang Wilayah Provingi Sumidtera
Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatem

Butut Tahun 2012 Nomoer 13, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sumatern Barat Nomor 79 ),

Peraturan Daeral Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun

2018 tentang Nagan (Lembaran Daeruh Provinsi Sumatera
Barnt Tahun 2018 Namor 7.);

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomaor 8 Tahun

2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
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(RPIPD) Tahun 2005-2025;

72 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun
2016 tentang Nagiri,

73 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun
2016 tentang SOTK Nagari;

24, Peraturan Dacrah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun
2017 tentang Péndirian din Pengelolaan Badan Usaha Milik
Magan Nagan,

75 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun
2021 tehtang Rencans Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPIPDY Tahun 202 1-20206;

Denpan Kesepikntan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
dan
WALI NAGAR!I BALAI SINAYAN LUMPO
MEMUTUSKAN :

Menetapkan  PERATURAN NAGARI TENTANG REVISI

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH NAGARI (RPJIM Nagari) TAHUN
2022

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalatn Petaturan Nagari ini yang dimaksud :

Nogari adalah kesotwan masysrakat bukum adat yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan kepentingan
masyarakat  sctempat  berdasarkan prakarsa  masyarokat  selempal
berdusiarkan prakarsa masyarakat | hak asaliusul, dun/atau bak tradisional
yang dinkui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Kewenangan Naogari adalah kewenangan yang dimiliki Nagari meliputi
kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintghan Nagari, pelaksanaan
Pembanpunan  Nagart,  Pembinaan  Kemasyarakatan  Nagar, dan
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Pemberdaynan Masyaraknt Nagan berdosarkan prakarsa masyarakatl, hak
asal usul dan adat istiadal Nagar.

Pernerintwhan Nagari adalsh peayeléngparaan wfisen pemerintahan dan
kepentingan masyvarkat setempat dalam sistem pemerintahan Neégama

Kesatuzan Republik Indonesia.

4, Pemerimtah Nagari adalab Wali Nagan dan Perangkat Nagari sebagai unsyr

penyelenggara Pemerintahan Nagari,

5. Wali Nogari adaluh Pimpinan Pemerintahan Nagari yang dipilih langsung.

oleh masyarakat melalui pemilihan Wali Nagan,

6, Badan Permusyawaratan Nogari selunjutnya disebut BAMUS adalah lembaga

10,

I

yang melaksanakan fingsi pemenntaban yang snggotunya merupakan wakil
dart penduduk Nagart berdasarakan keterwakilan wilayah dan ditetapkan
secarn demokratis,

Lembsags Pemberdayaan Masyarakat Nagari ataluh lembaga yang dibentuk

oleh masyjmkat sesumi dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah
Nagari dalam memberdayakan masyaraka,

Keraputan: Adat Nagari yang sclonjutnya disingkat KAN adalah Lembnga
Perwakilan Permusyawaratan dan Permufakatan adat tertinggl yang lelah
ada dan diworisi secara funin temurun sepanjang adat ditengah-tengah
masyarekat Nogar.

Musyawarah: Nagan adalah musyswarah antara. Badan Permusyawaraan
Nagari, Pemerintah Nagari, dan' unsur masyarakat yang diselenggarakan

oleh Badan Permusynwaratan MNagari untuk meayepakati hal yang bersifat
slrategis,

Musyawarah Perencanasn Pembangunin Nogari adalah musyawarah antar
Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nueari, dan unsur masyarukat
yang diselenggarakan oleh Pemerintah Nagar untuk menetapkan prioritas,
program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Nagari yvang didanai oleh
Anggaran Pendapatin don Belanja Nagard, swadays masyamkist Nagari,
dan/alan Anggnran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten. |

- Musyawarah  Kampung  adalah - musyawamh  bersama  antar  pelaku

pembamgunan dun masyarakat di tngkat Kampung untuk menggali masalah,
potensi, prioritas usulan den memilih delegasi kampung untuk Musyawargh
Nagari dan atau Musreabang Nagari.

Penggalian gagasan adalth kegiatan yang dilakukan di tingkat kélompok
masyatakit paling keell sampai tingkat nagar untuk menemukenali masaluh
yang dihadupi Nagan, polensi Nugari dan peluang pendaysgunaun sumber
days Nagari.
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[3.

14.

I3

16.

17.

I5.

19,

20.

21.

23.

24,

Peraturan Nagari adalah peraturan per-Undang-Undangan di
oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Bf!f‘..[nlfﬂ. s

Pembangunan Hln'gari adalah  upaya peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Napari,

F?:mncanﬂ_nn pembangunan Nagari adalah proses tahapan kegiatan vang
diselenggarakan oleh pemerimah Nagari dengan melibatkan BAMUS dan
unsur masyarakat secary partisipatil guna pemanfaatan dan pengalokasian
sumber daya Nagari dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Nagari.

Pcmbqn_gmnan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di
Nﬂgm‘! dan kawasan Nagari/perdesatn yarg dikoordinasikan oleh Wali
Nagari dengan  mengedepankan  kebersamaan, kekeluargaan, dan

kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamasn perdamaion dan
keadilan sosial.

Pemberdnyaan  Masvarakat  Nagari adalah  upsya  mengembangkan
kemandinan  dan  Kesejolterngn  masvarakat  dengan  meningkatkan
pengetabun, stkap, Keterampilan, perilako, kemampusn, kesadaran, serta
memanfautkan  sumber daya melalui penetapan kebijakan, program,
Kegiatan, dan pendampingan yang scsuai dengan esensi masalah dan
prioritus kebutuban masyarakat Nagari.

Pengkajion Keadaon Nagari adalah proses penggalian dan pengumpulan
duta mengenai keadaan obyektil masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai

informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi
serta dinnmika masyarakat Nagari.

Data Nagarl adalah gambaran menyeluruh mengendi potensi vang meliputi
sumbef dava alam, sumber daya manusin, sumber dama, kelembagaan,
sarang prassgrana Osik dan sosal, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan
teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Nagan.

Visi adalah suatu gambaran tentang masa depan yang berisikan cita-cita
yang ingin diwujudkan oleh Wali Nogari dan dapat diukur berdasarkan
keadaan objekuf Napgin,

Misi adalah sesuatu ving harus dilaksanakan oleh Wali Nagan sebagni
penjabaran dar visi unluk mencapai wjuan vang dicita-citakan.

22 Rencuny  Pembangunan Jangka Menengah Nagari, selanjutnya disingkat

RPIM Nagan, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangks
wakiy 6 (enam) tahun. '

Rencana Kerjn Pemerintah Nagari, selanjutnys disingknt RKP Nagani,
adalah penjabaran dati RPIM Nagari untuk jangka wakt 1 (satu) mhun.

an‘!ar Us;{inn RKT Nﬂg’gri adalah penjabaran RPIM Nagari yang menjadi
bagian dari RKP Nagari untuk jongks waktu 1 (satu) tahun yang akan
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diusulkan Pemerintah  Nagari  kepada Pemerintah  Dacrah  melalui
mekanisme perencanaan pembingunan Dacrah.
25, Keuangan Nagari adalah semun hak dan kewajiban Nagari yang dapat

dinilai dengan upang Serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksansan hak dan kewajiban Nagari.

26. Aset Nagan adalah barang milik Nagari yang berasal dari kekayuan ashi
Nagari, dibeli atau diperoleh atos heban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Nagari atau perolehan hak [ainnya vang syah.

27, Anggaran Pendopatan dan Belunju Nagari yang selanjutnys disebut
APBNagari adainh rencans Keunngan tahunon Pemerintahan Nagari yang
dibahas dan disctujui bersama oleh  Pemerintah Nagari dan Badan
Permusyawaratan Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

28, Dann Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalw
angoaran pendapatan dan belanjs dacrall  dan digunakan untuk mumlﬂa'_.r_afi
penyelengearuan Pemerintuhian Nugan, pelaksanaan pembangunan Magan,
pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagart,

9. Alokasi Dana Nagari, selanjuinya disingkat ADN, adalah dana perimbangan

yang diterima  duerah dalam Ar_tggm‘aﬁ Pendapatan din Belanja Daerah
setelnh dikurangi Dana Alokas) Khusus.

BAB 11
RUANG LINGKUP PEMBANGLUNAN NAGARIL
Pasal 2

{1y Perencanang Pembangunan Nagari mencakup bidang penyelenggaraan
Pemetintahan  Nagari; pelaksunasn  pembangunin  Nagan, pembinuan
kemasyarukatan Nagari dan pemberdayain masvarpkat Nagari, _ _

(2} Pemerintah Nagari menyusun perencanaan Pembangupan Nagan sesuat
dengan  kewenangunnys dengan  menyelaraskan pada  perencanaan
pembangunan Daerab, Sesuai peraturan perUindang-Undangan yang berlaku.

(3) Percricanaart Pembangunan Nagari schagaimana dimaksud pada ayat (1)

 dilaksanaken oleh  Pemerintah’ Nagari dengan melibatkan  seluruh
masyarakat Nagari dengan semangal golong royong.

(4) Masyarakai Nagari berhuk melakukan pemantauan terhadap perencanuan
Pembangunan Neagart.

(5) Dalam rangka perencandan pembangunan Nagari sebapaimana dimatfksud
pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Nagari didampingi oleh Pemenintah
duernl yang secara (eknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat dacrah.
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(6) Dalam ﬂlﬂgl_(ﬁ mengoordinasikan perencanaan p‘emhmgunuﬂ Nagari
sehagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Nagari dapat didampingi oleh
tenaga pendamping profesional, kader pemberdayasn masyarakat Magari,
dan/atau pihuk ketign.

(7) Camat. melskukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada
nynt (4) di wilayahnya

BAB I
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NAGARI
Baginn Kesalu
Umum
Pasal 3

(1) Penyusunan Perencanaan Pembangunan Nogari dilaksanakan sesuai dengan
hewenangan Nogann Berdasatkan hak  asal-Gsul dan kewenungan lokal
berskala Nagan serta mengacu pada rencana pengembangan pptensi dan
nsel Napari,

(2) Perencanaan pembangunan Mugan disusun secara berjangka meliputi:

a. rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagan untuk jangks wakiu 6
tenam) tahun; dan

b, rencana Pembangunan Tahunan Nugari atae yang disebut Rencana Kerja
Pemerintaly Nagari, merupakan penjabaran dari RPJM WNagar untuk
jangka waktu | (satu) tahun.

Pasal 4

(1) Datam rangka perencanaan pémbingunan Nagar sebagaimana dimaksud
dulam Pasal 3, pemerintah Nagari melaksanakan tahapan yang meliputi:
a. penyusuman RPIM Nagar, dan
b. penyusunan RKP Nagari.

(2) RPIM Nagari sebapaimana dimaksud poda aymt (1) huruf b, ditetapkan
dalem jangka waktu paling lnma 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan
Wali Nagari.

(3) RKP Nagari tahun berikutnya mulai disusun oleh pemerintah Nagari pada
bulan Juli whun berjalan.
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Bagian Kedua
Penyusunan RPJM Nagari
Paragraf 1
Umum

Pasal §

(1) Rancangan RPIM Nagari memuat visi dan misi Wali Nagari, pemetaan dan
rencana  pengembangan  potensi  den  agel npagari, arah  Kebijakan
pembangunan Nagari, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang
penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nugar,
pembinsan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagar.

(2) Pémetaan potensi dan aset Napgari sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sekurang-kurangnya memunt informasi mengendi peta potensi dan aset
Nagan, diantaranya:

a
B
c,

d.
&

Phata pmenna dan aset Nagin

Duta potensi dan aser warga,

Dain potensi dan asel musyarakat (organisast masyarakat Nagaor,
koperasi, swasta dll), _

Duta potens) dan aset pemenntah;

Dutn potensi dan asct sumber daya manusia, sosial, budaysa dan
ckonomi Niagari;

(3) Bidang penveléngguraan pemerintihan Nagari sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), antara lnin:
.

h
¢
d.
C.
¢
&
!

i

I

penetapan dan penegasan butas Nagari;
pendntann Nagary

penyusunan tatl ruang Nagur:
penytlenggaraan musyawariah Nagan;
pengelolaan sistim informasi Nagari:
penyelenpgaraan perencanaan Nagori;

. penyelenggarann evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Nagari;
1 penyelenggaraan kerjasama antar Nagar,

pembangunan surang dan prasarana kantor Nagari; dan
kegiatan lainnya sesuai kondis) Nagan.

(4) Bidang pelaksanaan pembangunan Nagari antara fain:

a. pembangunan, pemanfaatan  dan  pemeliharaan infrasruktur  dan
lingkungan Nagari antara lain:

L
2
3;
4
L]

jalan pemukiman;
jalan Nagari antar permukiman ke wilayah pertanian,
pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;

- lingkungan permukiman masyarakat Nagari; dan
- infrastruktur Nagart lainnya sesuai kondisi Nagari,
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b: pembangunan, pemanfastan dan pemelibaraan sarana dan prasarana
kesehatan antara lnin:

1. pir bersih berskala Nagan;

2. sanitnsi lingkungan;

3. pelayanan kesehatun Nugari seperti posyindu; dan

4. sarana dan prasatana kesehatun lninnya sesuni kondisi Nagari.

¢. pembangunan, pemanfootn dan pemelibarann surng dan prasarana
pendidikan dan keboduyann antarn lain:

i taman bacann musyarakal Nagari,
pendidikan anok usia dini;
balui pelathan/kegiatan belajar masyarakat;
pengenibangan dan pembinann sanggar seni; dan
sarann dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondis)
Napr.
d. Pengembangan  usaha  ckonomi  produktif  sertd  pembangunan,
pemantaatan dan pemeliliarnon sarng dan prasurann ckonom: antara lain:
o posar Naghri;
2 pembentukan dan pengembangan BUM Nugar),
z penguatan permodalan BUM Nagari;
4 pembibitiin tanaman pangan;
<. pengeilingan padi;
6. lumbung Nagari,
7. pembukaan lahan pertanian;
g pengelolaan usaha hutan Nagar;
9 kolam ikan dan pembenihiin tkan;
1o gudang pendinging
11 temipat pelelangan fkan:
12 kandang lernak;
13, instalasi biogas;
14, mesin pakan temak; _ :
. sarana dan prasarana ckonomi ldinnya sesyai kondisi Nagorn.
e, pelestarian lngkungan hidup antara lain:
| prenghijauurn;
2 pembualan terasernng
3, pemeliharaan huten rakyat;
4. perlindungan matd air;
5, pembersihan daerah aliran sungai; dan
& keaiatan lainnya sesuai kondisi Nagari.

vl e 1

(5) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:
a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
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(5) Bidang Pembinasn Kemasyarakatan antara lain:
a. pembinaan lembaga kemasyarakatan,
h. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
¢. pembinaan kerukunim umal beragama;
(. pengacdaan sarana den prasarana olah raga;
2, pembinaan lembaga adat;
{. pembinann kesenian dan sosinl budava masyarakat; dan
g. kegiatan lain sesuai kondisi Nagari.

(6) Bidang Pemberdayaan Masyarakal antara lain:
a. pelatiban usaha ekonomi, pertaninn, kebutanan, perenakkan, perikanan
dan kelautan setta perdagangan;
b. pelatihan teknologi tepat guna;
¢ pendidikan, pelatthan, dan penyuluhan bagi Wal Nagan, perngkot
Nagari, dan Badan Pemusyawarutan Nagari,
d. peningkatan Kapasilas musysrakat, untoe lain.
kader pemberdayaan musyamkat Nagan,
leelompok usahs ekonomi produktif:
kelompok perempuan,
kelompok tand,
kelompok masyarakat miskimn,
kelompok tambak ikan,
kelompok pengrajin,
kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
. kelompok pemudu;dan
10, kelompok Inin sesual kondisi Nagar,
(7) Bidang Penangeulangan bencanw Darurit dan mendesak Nagan:
a. Penanggulangan bencand
b keadaan mendesak
. Keadaan dariral

08 ST LA B L B

Pasal 6

(1) Wali Nagari menyelenggarakan  penyusunan  RPJM - Nagan dengan
mengikutsertakan unsur masyarakal Napari,

(2) Penyusunan  RPSM  Nagari  scbagaimang  dimaksud  pada ayat (1)
dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Nagan dan
priorilas program dan kegiatan duerah,

(3) Penyusunan RPIM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
dengan kegiatan yung meliputi:

a. pembentukan tim penyusun RPIM Nugari:

b. penyelarasan arah Kebijakan perencanaan pembangunan daeraly;

¢. pengkajjan keadaan Nagari,

d. penyusunan rencana pembangunan Nagnri melalui musyawarah Nogari;
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Paragraf 2
Tujuan dan Prinsip

Pasal 7

Tujuan penyusunan RPIM Nagari adalal :

o

Merumuskan rencana pembangunan Nagori yang sesual dengan kebutuhan
masyarakal dan o

embangan potensi dan aset Npgart, i P
Fhlfgﬁlmusknn arah, tujuan, kebijakan dan strateg pembangunan Nagan;,
Menyelaraskan rencann  pembangunan Magari dengan arah kebijakan

erencanpan pembangunan dacrah; ) _
]I?Aeningkat'gan peran serta masyarakat di Nagan dalam proses pembangunan
Nagan. |
Pusal 8

Prinsip penyusunan RPJM Nagar adukab ¢

i,
b_ i
c.
d
e.

f.

B
h.

I

(h

Rekognisi;
Subsidiaritas,
Lengkap:
Sistemulis,
Partisipatif:
Keterbukaan,
Terukur;
Akuntabel:
Berkelanjutan.

Paragrafl 3
Pembentukan Tim Penyusun RPIM Nagari

Pasal 9

Wali Nagari fembentuk L penyusan RPIM Nagari.

(2) Tim schagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

a. Wali Nagari selaku pe;uhii{nﬂ;

b. Sekretaris Nagari selakil ketuiz |

¢ Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarskat Nagar (LPMN) selaku
sekretaris; dan .

d. ansgota yang berasal dari peranghkat Nagari, lembaga pemberdayaan
masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, kader pemberdayuan masyarakal
Nagari, dan unsur masyarakat lainnya.
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(3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujub)
orang don paling banyak 11 (schelas) orong dengan mengikutsertakan
perempuarn,

(4) Tim penyusun schagaimana dimaksud pada vym (2) ditetapkan dengan
Keputusan Wall Nagari,

Pasal 10

Tanggung jaweb dan tugas Tim Penyusun RPIM Naguri ©
L. Pembing menipunyai tugas dan tanggung jawab schagai berikut:
& Mensosialisasikan agenda penyusunan RPJM Nagari,
b Agendn pembentukan Tim Penyusun RPIM Nugari;
. Menguud angt angpota Tim Penyusun RPIM Nagari:
o, Menerbitkan surat kepulusan penetapan anggota Tim Penyusun RPIM
Nagari,
2 R mempunyel tugas dan angeung jawab sebagai berikut
a. Memimpin mpal Tun Penyusun RPJM Nagar),
b Memfasilitasi pelaksansan kegiatan penyusunan RPIM Nagari;
¢. Menvusun Rancangan RPIM Nagari.
d. Meneatat hasil pembahasan dan keputusan raput;
e [kut melaksunakan rapat Tim Penyusun RPIM Nagari;
f. Membantu membuat Berita Acom Rapat Pembentukan Tim Penyusun
RPJM Nagari:
¢. Membantu menyediakan dokumen Rancangan RPIM Nagan,
3, Sekretaris rempunyai tugas don angeungjewab sebagal berikut
. Meneatat hasil pembahason dan keputusian tupat;
b. Mengikuti apat Tim Penyusun RPJM Nagari;
¢. Membuat Berita Acara Rapal Pembentokan Tim Penyusun RPIM
Nagari;
d. Menyediaken dokumen Rancangan RPIM Nagari.
4, Anggols mempunydi tugas dan tangeung jawnb sebagai berikut:
a, Menghadiri tapat Tim Penyusun RPIM Nagari;
b, Membahas dian merumuskan tuncangan REIM Nagarn.

Pasal 1
Tim Penyusun RPIM Nagart dalam meloksanakan wgasnyn dapat dibantu oleh
aparat  pemerintoh  (Kecamatan/Kabupaten)  yung  berkonpeten,  tenaga

profesional dan atan anggols masyuraka yang mempunyai kompetenst dalam
penyusunan RPIM Nagari.
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Pasal 12
‘Masa tugas Tim Penyusun RPJM Nagari terhitung sejak diterbitkannya surat
penetapan Tim Penyusun RPIM Nagari oleh Wali Nagani sampai ditetapkannya
Peratoran Nagari tentang RPIM Nugari oleh Wali Nagari.

Pasal 13
Tim penyusun RPIJM Nagari melaksanakun kegiatan sebagai berikut:

a. penyelarasan arah kebijakan pembangunan Daeruh:
b. pengkajian keadaan Nagari;

¢, penyusunan rancangan RPIM Nagari, dan

d. penyempurnaan rancangan RPIM Nagari.

Parapgrafl 4
Penvelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Pasal 14

(1) Tim penyusun RPIM Nogari melakukan penyelarasan arah kebijakan
pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf o,

(2) Penyelarasan arah kebijakan sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
untuk mengintegrasikan program din kegiatan pembangunan dagrah dengan
pembiangunan Nagirl.

(3) Penvelarasan arah kebijakan sebagaimang dimaksud pada ayal (1)
dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi
lentang arah Kebijakan pembangunan daerah.

(4) nformasi arah kobijakan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) sekurang-kurangnya mielipuli:
5. rencana pembangunan jangka menengah dagrah;
b, fencand strategis satuan kerja perangkat doceraly
e fencana umum tata neang wilayah daeraly;
4 vereinn rinei tamm ruang wilayah daerah; dun
o, Tencanit pembangunan kawasan nagari,
f

Pasal 15

(1) Kegintan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan
depgnn catn fmendats dan memilah rencana program dan  Kegiatan
pembangunan doeruh yang skan masuk ke Nagari.

(2) Rencana program don Kegiatan scbagaimana dimaksud pada aynt (
dikelompokkan menjadi bidang penvelenggaraan pemerintaban Nagar,
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pembangunan  Nagar, pembinasn  kemasyarakatan  Nagar, dan
pemberdayaan masyarakal Noagari,

(3) Hasil pendatoan dan pemilnhan sebagaimuna dimaksud pada ayat (1),
dimangkan dalom format date rencana program dan kegiatan pembangunan
ying akan masuk ke Nogari,

(4) Daty rencana program don kegintan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
menjudh lompiran pada dokumen pengkajinn Keadoan Nagari.

Paragrafl 5
Pengkajinn Keadonan Nagari

Pasal 16

(1Y Tim penyustn RPIM Nagari melakukan pengkajian keadsan Nagar
schngaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b.

(20 Pengkujian kendann Nagar sebogaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektil Nagari.

(3) Pengkajian keadaan Nagnni sebuggimana dimaksud pada ayat (2), meliputi
kegiatun sebagai berikul: '
g pemetnin rencana pengembangan potensi dan asel Nagari;
b penvelarasan dnata Nagari;
c. penggalian gngnsun masyarakat; dan
d penyusunun laporan hasil pengkijian keadaan Nagari,

(4) Penglkajion keadunn Nagnar sebagaimana dimaksud pada avat (2) dilakukan
secary partisipatif dengan menggunakin métode PRA, dun atauw  metode
lainnya sesusi dengan kebutuhan dan kondisi setempal.

(5) Alar buntu pengkajian keadaan Nagari dapat menggunakan Skeisa Desa,
Alur Sejarah Desa, Analisis Mata Penvaharian, Kalender Musim, Diagram

Venn untuk analisis kelembagaan, dan alat bantu lainnya sesuai kebutihan
dan kondisi setempat.

(6) Laporan hasil pengkdjinon keadaan Nugard sebagoimunn dimaksud pada ayat
(3} hurul d menjadi bahun masukan bagt musyawarah Mugan dalom rangka
penyusunan perencanain pembangunnn Nagari,

Fasal 17

(1) Pemetaan rencana pengembangin potensi dan aset Nagari sebagaimana
dimaksud pada pasal 16 (3) huruf s bedujuan incidorong prakarsa, gerakan,

dan partisipasi masyarakat Nugari untuk pengembangan potensi dan aset
Naognri guna kesejahlernan bersama.
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(2) Pemetaan potensi dan aset Nagari sehagaimana dimaksud pada ayat (1)
sekurang-kurangnya memual informasi mengenai peta potensi dan aset
Nagari, diantaranya:

a. data potensi dan aset Nagan;

b. data potensi dan aset warga;

¢. data polensi dan aset masyarakat (organisasi masyarakat desa, komperasi,
swasta dll);

d. data potensi dan asel pemerimah; dan

¢. duta potensi dan aset sumber daya manusia, sosial, budaya dan ekonomi
Nagari,

Pasal 18

(1) Kegiatan untuk menghasilkan pemetaan rencana pengembangan potensi dan
asel Nagan dilaksanakan melalui kegiatan :

womenpidentifikasi jenis aset berwujud dun potensi vang terkandung di
didaronys berdasarkan lokast dan hak kepemilikannys yang terdin dar.
I Asct milik warga
2. Asel mililk masyarakat
3. Asel pemerintah yang ada di dalam wilayah Nagari
4. Aset millk Nagari '
b. Mengidentifikasi  aser tak  berwujud nagan den kemanfaatannya,
dianturamya:
1. Sumbet dava manosis
2. Sumber dava sosial don budava
3. Sumber daya ekanomi

(21 Dokumen yang berisi hasil pemelaan rencana pengembarigan potensi dan
asul Nagan sebagaimany dimoksud pada ayat (1) ditctapkan sebagai :salah
sty dokumen acunn penyvsunan perencinaan pembangunen Nagari,

Pasal 19

(1} Penyelarasan data Nagan sebagaimane dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3)
huruf b dilakukan melalu kepiatan:

a pengambilan dat dari dokumen dats Nagari;
b. analisis pembandingan data Masan dengan kondist Nagar terkini

(2) Duta Nagari sehagaimana dimaksud pads oyat (1), mel iputi sumber daya

alim, sumber daya manusia, sumber dava pembangunan, dibn symber daya
sosial budaya yang ada di Nagari,

(3) Hasil penyelarasan data Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditvangkan dalam format data Nagari, -

(#) Format data Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiren
dokuman pengkajinn keacdaan Napari, pada ayet (3), men) n
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(5) Hasil penvelarasan dadn’ Nagari sébagaimana dimaksud pada ayat (1),
menjadi bahan  masukan dalam  muosyawarah Nogar  dalam  rangka
penyusunan perencanaan pembangunan Nagari,

PPasul 20

(1) Penggalion gagnsan masyarakst sebagaimonn dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(3) huruf' c dilakukan untuk menemukan sertn: mengenali potensi dan
pelunng pendayagunaan sumber duyd Nagord, dan masalah vang dihadapi
Niagar.

(2) Hasil penggalinn gagasan sebagaimand dimaksud pada ayst (1), menjadi
dusur bogi masyarakat dalam merumuskan usulan renéana kegiatan,

Pasal 21

(1) Pengealian eagasan sebagaimany dimaksud dalam Pasal 20, dilakukan
seeara partisipotd dengan melibatkan selorul unsur masyarmkat Nogan
sehagat sumber data dan informas:.

(2) Pelibatan masyarakat Nagari sebagaimana dimuksud pada ayat (1), dapat
dilakukan melalui musyawarih kelompok masyarakat, musyawnrah khusus
perempuan, musyawarah kampung, dap/atsu musyswarah kKhusis unsur
masyarakat.

(3) Unsur masyarakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lam

i, tokoh adat,

b. tokoh agama:

. tokah masyarakat,

d. tokoh pendidikin,

e. kelompok tany,

f. kelompok perajing

g. kelompak perempuan;

h.kelomipok pemerhati dan pelindungan anak:

i. kelompok masyarakat miskin;

i. kelompok masyarikat dengan kebutuhan Khusas; dun

k. kelompok-kelompok musyarakat loin sesuni dengan kondisi scesidl budaya
masyarakal Nagari,

(4) Tim  penyusun  RPIM - Nogari - melakukan pendampingan __lr;rhgi_i‘:ip
musyawarah kampung danfitau musyawnrah  khiisus  unsur masyarakat
sebaguimuna maksud pada ayat (2) .

Pasal 22
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(1) Penggalian gagasan sebugaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilakukan
dengan cara diskusi Kelompok secara terarah.

(2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan alat-
alat bantu metode PRA-dun amu metade lninnya sebagai alat kerja untuk
menggali gagasan masyariknl,

Pasal 23

(1) Tim  penyusun RPIM Nagari melakukan rekspitulasi usulan rencana
kegiatan pembangunan Nagari herdasarkan usulan rencana kegiatan .

(2) Hisil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam
formnt usulan rencana Kegiatar,

(3) Rekapitulasi usulan rencana Kegigean sebagnimana dimaksud pada ayut (2),
menjadi lampiran liporan hasil pengkajian keadaan Nagari.

Pasul 24

(1) Tim penyusun RPIM Nagi menyosun laporan hasil pengkajian keadaan
Nagan,

(2} Laporan sebagaimuna dimaksud pada ayat (1) ditugngikan dalam berita
acari.

(3} Berite acura sehagaimans dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen:
4, hasil pemetaan rencana pengembangan potensi dan-aset Nagurt;
b, dats Nagari vang sudah diselaraskan:
¢. duta rencana program pembangunan dacrah yang akan masuk ke Nagari;
d. duty rencana program pembanginan kawasan Nagari/perdesaan; dan
¢, tekapitulas usulin rencana kegatan pembangunan NAgur dart kampung

dan/gtan kelompok masyarakat.

Pasal 25

(1) Tim penyusun RPIM Nagai melaporkan kepadn Wall Nagari hasil
pengkajian keadoan Ny o,

(2) Wali Napari menysmpuikun laporan kepada Badan Pennusyawaralan
Nagari setelah menerima lsporan sebagnimany dimaksud padn ayat (1)
dalamy  rangka penyusunan rencanid  pembungunan  Nagari  melalui
musyawarah Nagarl,
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Paragraf 6
Penyusunan Rencana Pembangunan Nagari melalui Musyawarah Nagari
Pasal 26

(1) Badan Permusyawaratan Nagari menvelenggarakan musyawarah Nogari
berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan Nagari.

(2) Musyawarah Nagari schagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
terhitung sejak diterimanya laporan dari Wali Nagari

Pasal 27

(1) Musyawarah Nagari sebagnimana dimaksud dalam Pasal 26, membahas dan
menyepakati sebagai berikut:

a. laporun hasil penghajian keadaan Nagari;

by rumusa argh Kebijakin sembingunan Nogari vang dijabarkan dari visi
dan misi Wali Nagari, dan

c.rencana  priorilas. kegiatin penyelenggaraan  pemerintzhan  Nagari,
pembangunan  Nagari, pembingan  kemasyvarakaran  Nagard, dan
pemberdayann masyarakat Nagari.

(2) Pembahasun rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
hurul ¢; dilakukan dengan diskugi kelompok secara terarah vang dibagi
berdasarkan  bidang  penyelenggaraan  pemerintahan Nagar, bidang
pembangumian  Nagarl, bidang pembinosn kemasyarskatan Nagari, dan
bidang pemberdayaan masvarakat Nagari,

(31 Diskusi kelompok secarn terarah sebapnimana dimaksud pada ayat (2).
membahas lentang:

laporan hasil pengkajian keadsan Napgari;

prioritas rencana kegiatan Nagari dalam jangka wakw 6 (enam) tahun:

sumber pentbinynan rehcana kegintan pembangunsn Nagari; dan

rencang  pelaksanh kegiatan Nagari yang akan  dilaksanakan oleh

perangkat Nagari, unsur masyarakat Nagari, kerjasama antar Nagari,

dan/atau kerjusamn Nagari dengan pihak ketiga.

arop

Pasal 28

(1) Hasil kesepakatan dilam musynwarah Nagari sebagainiana ditnaksud dalam
Pasal 27, divvangkan dalam berta acgra

(2) Husil kesepukatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedomin
bagi pemerintah Nagarl dalam menyusyn R;IE]M Nﬁgﬂﬁ_h jadi ped
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Paragrafl 7
Penyusunan Ruancangan RPIM Nagari
Pasal 29

(1) Tim penyusun RPIM Nagari menyugun rfancangan RPIM Nagari
berdusarkan berita acara, sehogaimann dimuksud dalam Pasal 28

(2) Rancangan RIUM Nagan sebaguimana dimaksud pada aya (1), dituanglan
dalom formnl rancangan RPJM Nagari yang terdiri dari ;
i, Naskah mncangan kebijakan pembangunan Nagri;
b, Naskah kegintan pembungunan Nagari.

Pasal 30

(1) Rencana kegintan dimaksud disusun berdssarkan bidang penvelenggaraan
Pemerintahan Nagari, bidang pelaksonaan pembangunon Nagari, bidang

pembinsan kemasyarakatan Nagari. dan bidung pemberdayaun masvarakal
Nogar]

(2} Renvann kegiatan dirumuskan dengan menggunikan bahasa vang lugas dan
mudah dimengerti,

(3) Rumusan rencann kegiatan bersifar khusus; terukur, realistis, dan jelas
kemmgka waktunya,

"asal 31

(1) Penyusunan rancangan dilakokan dulam forum Rapat Tim Penyusun RPIM
Nagan yang dipimpin oleh Kewa Tim Penyusun RPIM Nagari dan
didampingi Sckretaris Tim Penyusun RPIM Nagari.

(21 Rapai Tim Penyvsun RPIM Nagan dilakukan bebermpa kali SAMpai lersusun
Rancangan RPIM Nagari yang lengkap dan nyak.

(3) Tim penyusun RPIM Nagan membuat berita acara tentang hasil penyusunan
rancangan RPIM Nagani yang dilampiri dokumen tancangan RPIM Nagari
sebagaimana dimaksud pada avat (2).

(4) Berita acara sebngaimana dimaeksud pada aym (3), disampaikan oleh tim
penyusun RPIM Nagari kepada Wali nigari,

Pasal 32

(1) Wali Nagan memeriksa dokumen fancnn

; : gan RPJM Nagari yong telah
?:ﬂlﬁ;m oleh Tim Penyusun RPIM Nagari schagaimana dimaksud dalam
asal 31. il
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(2) Tim penyusun RPIM Nagari melakukan perbaikan berdasarkan arahan Wali
Nagari dalam hal Wali Nagari belum menyetujui rancangan RPIM Nagari
sebagaimana dimaksud pada ayst (1),

(3) Dalam hal rancangan RPIM Nagari telah disetujui oleh Wali Nagari,
ditaksanakan musyawarah perencanaan pémbangunan Nagari,

Paragraf 8
Penyusunun REIM Nagari melalui Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Nagari
Pasal 33

(1) Wali MNagari menyelengpgarakan musyawarah perencangan pembangunsn

Nagar yang diadakan untuk membuahas dan menyepakati rancangan Nagari
RPIM.

(2) Musyawarah perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana: dimaksud
padi  ayat (1) ditkurd oleh Pemennuwh Nagar, anggots  Bodan

Permusyiwiiri=ian Navar. Lernbogg Pemberdavian Maswirakal Nagan, dan
unsur mosvarakan

(3) Unsur masyarakal sebagamana dimaksud pada ayat (2) terdin atas:

a. tokoh adat;

b tokob agama;

¢. lokoh masvirakal,

d. 1ekoh penditikin;

e perwakilan kelompok tani:

[ perwiakilan kelompok pering

g. perwakilan kelompok perempunn,

b perwakilan kelompol pemerhat! dan pelindungan anak:

i perwakilan kelompok masyarakat misking

j, perwakilan kelompok/badan usaha ekonomi produkuf; dan,
k. unsur maosyarakat liin sesund dengan kopdisi sosial budaya setempat.

(4) Musyawarah  sebagaimuann dimaksud  poda avat (1) adelah  forum
Musrenbang Naguri khusus dalam rangka membahes Rancangan Awal
RPIM Magan.

(5) Agenda dan proses pembahasan adalah sebagat berikut
#. Pembukaun; _ _

b. Pemaparan proscs penyusunan RPJM Magar oleh Wali Magari;

c. Pemnaparan pokok-pokok matert Rancangan Awal RPIM Nagari oleh
Ketus Tim Penyusun RPIM Nagari;

d. Tangoapan, masukan don saran dari peserta musyawarah:
e. Pembahasan dilakukan dalam Kelompok-kelompok diskusi sesuni bidang
penyclenggaraan  Pemenntahan  Nagari, pelaksanaan  pembangurian
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Mugari, pt’-ﬂlhiﬂﬂ'ﬂl'l kﬂlﬁl‘iﬂ..'-‘:;rﬂm'h Man Nnga.ri; dan pamhmﬁaynan
masyarakat Nagari.

{ Penyampoeian hasil-hasil pembahasan pesertn musrenbang; ,

g Penjelnsan tindak lanjut hasil pembahasan Rancangan RPIM Mogari olch
Ketun Tim Penyusun RPIM Nagari;

h. Pemutupan.

Pnsnl 34

(1) Hasil  kesepakatan  musyawarah — perencannan pembangunan  Nagan
sebagmmana dimoksud pada Pasal 33, dituangkan dalem berite ppara.

(2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman
bagi Pemerintan Nagari dalam menyusun Rancangon Alchir RPIM Nagari.

(3} Sistimatika Engangan okhir RPIM Nagari sebagnimana dimuksud pada ayal
(2} sesuai dengan Lampitan: pada Persturan Bupatl i,

Parngral Y
Dokomen RPIM Nagari Balai sinayan Lumpo Priode tahun 2018-2024
disusun dengan sitematika sehagai berikut;

KATAPENGANTAR . cnimirrrrssmerrisisrmes T s L.
DAFTAR TABEL PESTSRPPRTT P PPPORIRRY b et e Lk - v
BAR | PENDAHULUAN, AESITIY T vt b M i s pp i 1]

BAB I GAMBARAN UMUM KONDISIDESA ooiiiiivsimimmsimic i 4
ﬂhﬂ I[I PEI D‘ﬂﬂ ME{ oy b — Shembmd i RIS RS EE P FEARE P FEA A B FRASE P A PR s w ik e § S I'.I—ll 1:.

BAB IV  TUJUAN DAN SASARAN ..oiiimsiiiimrasatsssiiasssasanrass s 20
BAEY  STRATEG! PEMBANGUNAN DESA ..oty sbubiis o 33
BARY] ARAH KEBLAKAN KEUANGAN DESA (...ciiimimimibiiinisisnnsiairmrnins 4}
BAB VIl KEBUAKAN UMUM .., A e s it
BAB VIl PROGRAM PEMBANGUNAN DESA ...oiiirmimimmimassiississsnemsinens N
BAB IX  PENUTUP i e RV VP RNPRRR TS S
LAMPIRAN
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Parngraf 10
Penctupan dan Perubahan RPJM Nagari

Pasal 35

(1) Wali Nagari mengarahkan Tim  penyusun. RPIM Hagru_i melakukan
perbaikan dokumen rancangan RPIM Nagari berdasarkan hasil kﬂ@ﬂkﬂlﬂ_
musyawarah pérencanasn pembangunan. Nogarl sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33.

{2) Tancangan RPJM Nagari sebagaimany dimaksud pada ayat (1) menjadi

© |ampiran sincangan peraturan Nagar tentang RPIM Nagan,

Pasal 36
(1) Wali Nagari wajib mengajukan Roncangan Pératuran Nagari tentang RPIM
Nagari kepada BAMUS Nagari paling lambat | (satu) minggu setelah
pelaksanaan Muosrenhang Sagar Pedibalason Rancangan  Awal RPIM
Magar,

(2) Selambat-lambareyva 1 (sam) minggu setelah Rancangan Peraturan Nagari
dimaksud diterima, BAMUS Nagari menetapkan jadwal peloksanzan Rapat
Penictapan Rancanpan Peraturan Nagan tentang RPIM Nagari:

(3) Rapat sebagaimana dimaksud pade ayat (3) dilaksanukon selambat-

lambathva 2 (dua) minggu sei¢lnh Roncgngan Peraturan Nogorl tersebul
titerima,

Pasal 37
(1) Wali Mugari dopat mengubal RPIM Nagan datam hal-

. terjodi  peristiwa khusus, seperti bencuna alam, kosis politk, krisis
ekonomi, dan/aton kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atay

b, terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemenintah, pemerintah
daerah Provinst, dan/atoy pemerintah dierah Kabupaten.

(2) Perubahan RPIM Nagari schagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan

discpakati  dalom musyawarah perencanaan pembangunan Nagari dan
selunjutnyn ditetapkan dengan Pernturan Nagar,

Pasal 38

Pembinysan yang timbul dari kegiman penyusunan RPIM Nagari dapat
“dipenuhi dari sumber dana :

g, APB Magari:
b, Swadays masyarakat;
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Sumbet lain ying sah dan tidak mengikay.
Pasal 39

{Berdusarkan Peraturan Nagari ini selunjutnya disusun APB Desa Tabun
Anggaran 2023 |

Pasal 40

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Nagati ini, sepanjang mengenai
teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Wali Nogari,
(2) Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada fangeal diundihgkan.

Agar setiap orang mengetahiuinys, memerintahkan pengundangan Peraturan
Nugari ini dengun penempatannya datam Lembran Nagari,

Ditetapkan di  (Balai Singyan Lumpo)
Pada Tanggeal I6 Agustus 2022
WALINAL LALSINAYAN

Diundangkan di Balai Sinayan Lumpo
Pads Tanggal 16 Agustus 2022

SEKRETARIS NAGARI BALAI
SINAYAN

(GITAN BAK'TI WLIAYAS.Pd)

Lembaran Nagorl Balai Stnoayen Lumipe Talun 2022 Nomor: 3 Takun 2032
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